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ABSTRAK

Skripsi 11 berjudul “PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM TAHAP
PERENCANAAN ALOKASI ANGGARAN UNTUK MENDUKUNG
PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN™, Pada Pasal 28 H
ayat (3) menyebutkan bahwasannya setiap orang berhak atas jaminan sosial yang
memungkinkan pengembangan dirinya  secara utuh scbgai manusia yang
bermartabat. Hdmimmmmmwmmhpmm
pemerintah daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerinishan Daerah.Permasalahan yang dibahes dalam sknipsi i yaitu : (1)
Bagaimana proscs perencanasa pengalokasian anggara oleh pemerintah dacrah
muukmumkmgpdakmmtmjmmmalmmmkajm?(:)
Bagaimana prinsip otonomi dserah diterapkan dalam menegakkan fungsi
pengawasan scbagai  bentuk perlindungsn  bukum program jaminan sosial
ketenagakerjaan oleh pemerintsh dsersh 7. Penclitien ini merupokar penelitian
hukum normatif yang dengan Pendekatan Perundung-undangan (Starute Approach)
dan Pendekatan Konseptus! (Conseprual Approach) sera penanikan Kesimpulan
secara deduktif, Hasil penelitian ini menunjuklcan bahwu : (1) Proses perencanaan
pengalokasian anggaran untuk mendukung program jeminan sostal ketengakenjaan
oleh pemenntah daersh didassn dengen Rencansan Pembangunan Jangka Panjang
Daerah (RPJPD), Rencans Pembengunsn Jangka Mesengah Daersh (RPIMD),
serta Rencana KctjaPm\aithmuh(Rm)Lg\mm&mkmm
mmdqmymguwmmwmmdaysmwm; (2)
Pemerintah Dacrab diharapkan dapat melskssnakan tugas dan anggung jawabnya
sesuai dengan prinsip otomomi dscrsh yang berdusarkan asas  desentralisasi,
dekonsentrasi dan tugas pembantuan, demi menciplakan khim  pengawasan
ketengakerjaan yang lebih adil dan kondusit.

Kmhud:fmwfmnudummw
Ketenagekerjaan
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ABSTRACT

This thesis is entitled *THE ROLE OF THE REGIONAL GOVERNMENT IN
THE, PLANNING STAGE OF BUDGET ALLOCATION TO SUPPORT
THE EMPLOYMENT LABOUR SOCIAL ASSURANCE PROGRAMME".
Pasal 28 H paragraph (3) states that everyone has the right to social security that
enables his or her full development as a dignified human being. This is the
responsibility of all parties including local governments ia accordance with
Undang-Undang Nomor 23 of 2014 tentang Pemerintahan Daerah. The problems
discussed in this thesis are: (1) How is the budget allocation planning process by
the local govemment to support the implementation of the employment social
security programme? (2) How is the principle of regional sutonomy applied in
upholding the supervisory function as a form of legal protection of the
cmployment sacial security progrunme by the local goverament? This rescarch is
a normative legal research with Statute Approach and Concepiual Approach and
deductive conclusion. The results of this study indicate that: (1) The planning
process for allocating budgets to support social security employment prograrns by
jocal govemements is based on the Regional Long-Term Development Plan
(RPIPD), the Regional Medium-Term Developuent Plen (RPIMD), and the
Regional Government Woik Plan (RKPD). in order o dewenining appropriste
future actions by taking into account svmlable resources. (2) Local goveruments
are expected to cany out their duties ind responsibilities in sccordance with the

Keywords: Local Government, Budget Planning, Labour Social Security
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Perubahan yang mendasar setelah Amandemen Undang-Undang
Dasar 1945 dalam rangkaian yang terdiri dari empat tahap, yaitu pada tahun
1999 sampai tahum 2002 adalah suatu penegasan dianutnya prinsip Negara
Hukum sebagaina telah dituangkan pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang
Dasar 1945. Negara Hukum yang dicita-citakan adalah negara hukum yang
berdasarkan pengakuan keadaulatan rakyat yaitu negara hukum yang
demokratis berlandaskan hukum, sebagaimana telah dituangkan dalam Pasal
1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
yang berbunyi “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan
menurut Undang-Undang Dasar” Jo Pasal 1 ayat (3) yang Menegaskan
“Indonesia adalah Negara Hukum”.?

Agar cita-cita nasional tersebut dapat tercapai, Implementasi aturan-
aturan dasar konstitusi dalam praktek kehidupan bernegara menjadi
persyaratan mutlak yang wajib dipenuhi, salah satunya yaitu hak setiap orang
untuk dapat hidup sejahtera, sesuai dengan apa yang dituangkan pada Pasal
28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
yang menyatakan bahwasannya setiap orang berhak untuk hidup sejahtera

lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang

! Atang Hermawan Usman, “Kesadaran Hukum Masyarakat Dan Pemerintah Sebagai
Faktor Tegaknya Negara Hukum Di Indonesia”, VVol. 30, Jurnal Wawasan Hukum, 2014 ,(Diakses
pada 15 September 2024, Pukul 07.45 WIB)



baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.? Selanjutnnya
pada Pasal 28 H ayat (3) menyebutkan bahwasannya setiap orang berhak atas
jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh
sebagai manusia yang bermartabat. Hal ini berlaku untuk seluruh rakyat
Indonesia tanpa terkecuali termasuk para tenaga kerja.?

Kehadiran program jaminan sosial di suatu negara mencerminkan
tanggung jawab dan kewajiban negara untuk memberikan perlindungan sosial
dan ekonomi kepada warganya. Selain itu, pembentukan program jaminan
sosial juga menunjukkan penerapan konsep negara kesejahteraan. Konsep ini
menekankan bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan
kesejahteraan rakyatnya melalui layanan, bantuan, perlindungan, dan
pencegahan terhadap masalah sosial.* Untuk mewujudkan konsep negara
kesejahteraan, negara harus melakukan berbagai upaya agar prinsip-prinsip
tersebut dapat dilaksanakan dengan baik. Ide negara kesejahteraan berfokus
pada pemerintahan yang demokratis dan bertanggung jawab dalam
meningkatkan kesejahteraan warganya. Program-program ini dirancang
untuk mengatasi berbagai masalah sosial, seperti kemiskinan, pengangguran,
dan masalah kesehatan. Oleh karena itu, negara yang mengadopsi konsep ini

akan memiliki kebijakan publik yang berorientasi pada pelayanan, bantuan,

2 Athalia Revanna Salangka, “Pengawasan Bagi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
(BPJS) Kesehatan Dilihat Dari Hukum Administrasi Negara”, Vol. 12, Jurnal Fakultas Hukum Sam
Ratulangi Lex Privatum, 2023 (Diakses pada 15 September 2024, Pukul 09.00 WIB)

3 Ibid.

4 Hadiono, ’Indonesia Dalam Menjawab Konsep Negara Walfare State Dan Tantangannya”,
Vol. 5, Jurnal Hukum, Politik Dan Kekuasaan, 2020, (Diakses pada 15 September 2024, pukul 09.00
WIB)



perlindungan, dan pencegahan terhadap isu-isu sosial.°Termasuk juga
jaminan sosial ketenagakerjaan.

Pada saat menerapkan konsep negara kesajahteraan, Program
Jaminan Sosial juga merupakan salah satu cara pemerintah menjalankan
fungsinya. Fungsi-fungsi pemerintahan dapat dibedakan menjadi empat
kategori: pelayanan, pembangunan, pemberdayaan, dan pengaturan. Program
Jaminan Sosial termasuk dalam kategori fungsi pelayanan, di mana
masyarakat memiliki hak untuk mengakses layanan dari program tersebut. Di
Indonesia, terdapat sejumlah program jaminan sosial untuk masyarakat,
seperti BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, dan program-program
lainnya. Penyelenggaraan program jaminan sosial merupakan salah satu
tanggung jawab negara untuk memberikan perlindungan sosial dan ekonomi
kepada warganya. Seperti halnya negara berkembang lainnya, Indonesia
mengembangkan program jaminan sosial berdasarkan sistem funded social
security, yang dibiayai oleh kontribusi peserta dan masih terbatas pada
masyarakat yang bekerja di sektor formal. Namun, kini pekerja informal juga
mulai merasakan manfaat dari program jaminan sosial yang ada.’

Program jaminan sosial ketenagakerjaan, baik Jamsostek maupun
yang telah bertransformasi menjadi BPJS Ketenagakerjaan, dirancang untuk

memberikan perlindungan dasar guna memenuhi kebutuhan minimal bagi

5> Miftachul Huda, Pekerjaan Sosial & Kesejahteraan Sosial : Sebuah Pengantar, Pustaka
Pelajar,Yogyakarta, 2009, him. 73.

® Rendy Syachrezi, dkk, “Implementasi Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi
Pekerja Informal Oleh BPJS Ketenagakerjaan Cabang Semarang Majapahit,” Departemen Politik
dan Pemerintahan Fakultas IImu Sosial dan llmu Politik Universitas Diponogoro, 2023, him. 3.



pekerja dan keluarganya. Program ini memastikan adanya kesinambungan
dalam penerimaan pendapatan keluarga sebagai pengganti sebagian atau
seluruh pendapatan yang hilang akibat risiko sosial, seperti kecelakaan saat
bekerja. Manfaat dari perlindungan ini adalah menciptakan rasa aman bagi
pekerja, sehingga mereka dapat lebih fokus untuk meningkatkan motivasi dan
produktivitas kerja.’

Program BPJS Ketenagakerjaan saat ini mempunyai beberapa
program sebagai bentuk kinerjanya, program tersebut memprioritaskan pada
hak normatif dan kepentingan para tenga kerja di Indonesia dengan
memberikan perlindungan yang memuat, Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK),
Jaminan Kematian (JK), Jamnian Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP),
Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), untuk seluruh tenaga kerja dan
keluarganya terus berlanjut selama berlakunya Undang-Undang Nomor 24
Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.® Dalam
pelaksanaan program jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan, kepesertaan
dibagi menjadi beberapa kategori, termasuk Penerima Upah, Bukan Penerima
Upah, dan Pekerja Migran Indonesia di sektor Jasa Konstruksi. °

Jaminan sosial telah diterima dan dipahami oleh masyarakat serta
negara-negara di seluruh dunia sebagai salah satu aspek Hak Asasi Manusia

(HAM). Pengakuan ini tercantum dalam Deklarasi Universal Hak Asasi

" 1bid, him. 4.

8 1bid.

® “Dewan Jaminan Sosial Nasional : Apa Saja Jenis- jenis kepesertaan Badan
Penyelenggaraan Jaminan Sosial”. (19 Februari 2024). www.djsn.go.id (diakses pada 20 September
2024, Pukul 01.45 WIB).


http://www.djsn.go.id/

Manusia yang dikeluarkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun
1948, khususnya di Pasal 22 dan Pasal 25 ayat (1). Pemerintah Indonesia
menunjukkan komitmen terhadap pelaksanaan jaminan sosial melalui
penerbitan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan
Sosial Nasional (Undang-undang SJSN). Pasal 33 ayat (3) UUD NKRI 1945
menggambarkan prinsip luhur yang diusung oleh para pendiri bangsa,
mencakup tanggung jawab rakyat untuk menjaga integritas negara.

Rakyat juga memiliki hak utama untuk menikmati hasil kekayaan
alam demi kesejahteraannya, yang seharusnya diperoleh oleh semua warga
negara. Sebagai negara yang berlandaskan hukum, Negara Kesatuan
Republik Indonesia menerapkan prinsip Rechtstaats, yang berarti bahwa
tujuan negara hukum adalah untuk mewujudkan ketertiban berdasarkan
hukum yang berlaku di masyarakat. Selain itu, Republik Indonesia menganut
sistem demokrasi,'? seperti yang dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (2) UUD NRI
1945, yang menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan
dilaksanakan sesuai dengan konstitusi.

Penyelenggaraan sistem pemerintahan di Negara Kesatuan Republik
Indonesia mengimplementasikan kebijakan nasional yang berkaitan dengan
pemerintahan otonom berdasarkan prinsip desentralisasi. Dasar hukum untuk
pelaksanaan pemerintahan otonom diatur dalam Undang-Undang Dasar

Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945) Pasal 18, yang menyatakan:

10 Encik Muhammad Fauzan, Hukum Tata Negara Indonesia, Malang : Setara Press, 2017,
him. 60.



“Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) terdiri dari Daerah-Daerah
Kabupaten, dan Daerah Kabupaten tersebut dibagi menjadi Daerah
Kabupaten/Kota, di mana setiap Daerah Kabupaten dan Kota memiliki
Pemerintahan Daerah yang diatur oleh Undang-Undang.” Otonomi menjadi
esensi dari desentralisasi, karena desentralisasi melibatkan pengalihan
wewenang pemerintahan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom dalam
konteks Negara Kesatuan.!

Konsep otonomi daerah sebenarnya merupakan mandat yang diatur
dalam UUD NRI 1945, khususnya pada Pasal 18 ayat (2), yang menyatakan
bahwa "pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota memiliki hak
untuk mengatur dan mengelola urusan pemerintahan mereka sendiri
berdasarkan prinsip otonomi dan tugas pembantuan."'? Pemerintah daerah
ditugaskan untuk mempercepat pencapaian kesejahteraan masyarakat dengan
cara meningkatkan pelayanan, memberdayakan masyarakat, serta mendorong
partisipasi publik. Selain itu, fokus pada peningkatan daya saing daerah harus
dilakukan dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi,
pemerataan, keadilan, dan karakteristik unik masing-masing daerah dalam
kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.’® Hal ini diatur dalam

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang

11 M. Busrizalti, Hukum Pemda : Otonomi Dan Implikasinya, Total Media, Yogyakarta,
2013, him. 65.

12 Esti Nuriani, “Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Olehe Gubernur Sebgai Wakil
Pemerintah Pusat Di Daerah”,” Vol 3 Tadulako Master Law Journal, 2019, (Diakses pada 20
Sepetember 2024, pukul 02.45 WIB)

13 Ani Sri Rahayu, Pengantar Pemerintahan Daerah Kajian Teori Hukum, Dan
Aplikasinya, Sinar Grafika,Malang, 2017, him. 1.



menjelaskan bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan konkuren yang
bersifat wajib, mencakup bidang pendidikan, kesehatan, tenaga kerja, dan
perlindungan masyarakat. Selanjutnya, hal ini diperkuat melalui Instruksi
Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 mengenai Optimalisasi
Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Instruksi ini
menegaskan bahwa untuk meningkatkan pelaksanaan program jaminan sosial
ketenagakerjaan dan melindungi pekerja, pemerintah daerah diharapkan
mengambil langkah-langkah yang sesuai dengan tugas, fungsi, dan
kewenangan mereka dalam rangka optimalisasi program tersebut.*

Deputi Sekertaris Kabinet Bidang Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan (Deputi Seskab Bidang PMK) Yuli harsono Mengatakan,
Instruksi Presiden yang ditandatangani oleh Presiden pada 25 Maret 2021 ini
dikeluarkan untuk meningkatkan pelaksanaan Program Jaminan Sosial
(Jamsos) Ketenagakerjaan serta memastikan perlindungan bagi para pekerja
dalam program tersebut.’® Berlakunya otonomi dan desentralisasi di dalam
pasal ini tertuang pada Pasal 24 dan Pasal 25 yang dimana Presiden Joko
Widodo menginstruksikan kepada para Gubernur, Walikota dan Bupati untuk
mendukung optimalisasi program jaminan sosial ketenagakerjaan, salah
satunya dalam hal alokasi anggaran untuk mendukung pelaksanaan Program

jaminan sosial ketenagakejaan di wilayahnya, hal ini pun di perkuat dengan

141 a Ode Muhammad Haidar dan La Ode bariun, Tanggung Jawab Pemerintah Daerah
Dalam Pelaksaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Sektor Informal, Media Keadilan
Jurnal 1Imu Hukum, Oktober 2021,(Diakses Pada 20 September 2024, pukul 03.12 WIB)

15 Humas SetKab RI : “Presiden Terthitkan Inpres Optimalisasi Pelaksanaan Program
Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, setkab.go.id, 31 Maret 2021, (diakses pada tanggal 26
September 2024, Pukul 01.06 WIB).



DIKTUM KETIGA pada Instruksi ini yaitu Pendanaan untuk meningkatkan
pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan ditanggung oleh
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, anggaran pendapatan dan belanja
daerah, serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam praktiknya, pembangunan sering menghadapi berbagai
tantangan, baik dari pelaksana, masyarakat yang menjadi sasaran, maupun
faktor-faktor lainnya. Untuk mengurangi dampak yang ditimbulkan oleh
tantangan tersebut, perencanaan perlu dilakukan sebagai tahap yang sangat
penting dalam proses pengalokasian anggaran. Pada dasarnya, perencanaan
pembangunan adalah proses merumuskan keputusan dari berbagai alternatif.
Dimulai dari data dan informasi faktual, proses ini menjadi dasar untuk
menetapkan tujuan yang ingin dicapai. Tujuan tersebut adalah peningkatan
kesejahteraan masyarakat, yang hanya dapat dicapai melalui perencanaan dan
pelaksanaan pembangunan yang spesifik, terukur, dan tepat waktu. Ada dua
pendekatan dalam perencanaan, yaitu sentralistik (Top-Down Planning) dan
desentralistik (Bottom-Up Planning). Proses bottom-up dilaksanakan secara
bertahap, mulai dari tingkat Desa, Kecamatan, Kabupaten, Provinsi, hingga
Nasional. Sementara itu, pendekatan top-down menekankan bahwa tema,
arah kebijakan, dan prioritas pembangunan daerah harus merujuk pada tema,

arah kebijakan, dan prioritas pembangunan di tingkat nasional dan provinsi.t’

16 pemerintah Kabupaten Probolinggo :Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten
Probolinggo, Tahun 2018, him. 1.
17 1bid, him. 2.



Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (SPPN) pada dasarnya menetapkan bahwa
perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian integral dari sistem
perencanaan nasional. Tujuannya adalah untuk memastikan adanya
keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan,
serta pengendalian dan pengawasan. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004
mengenai Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menetapkan bahwa
dalam pelaksanaan pemerintahan, Pemerintah Daerah diwajibkan untuk
menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai bagian dari
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Dokumen ini
mencakup Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD).

Amanat undang-undang tersebut kemudian dijelaskan lebih lanjut
dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 mengenai tahapan,
prosedur penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah. Selain itu, terdapat juga Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 54 Tahun 2010 yang mengatur pelaksanaan Peraturan
Pemerintah tersebut. Dalam regulasi ini, diatur berbagai tahapan serta
prosedur untuk penyusunan, pengendalian, dan evaluasi rencana
pembangunan daerah yang mencakup RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD,

RKPD, dan Renja SKPD.
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Berikut ini merupakan tabel yang menguraikan tentang dokumen

perencanaan pembangunan beserta penjelasan substansinya :8

Tabel. 1 Rencana Pembangunan

Dokumen Perencanaan

Substansi

Rencana Kerja Pemerintah
(RKP) Daerah

Penjabaran dari RPJMD yang mengacu
pada RKP mencakup rancangan kerangka
ekonomi daerah, prioritas pembangunan
daerah, rencana Kkerja, serta sumber
pendanaannya. Hal ini meliputi kegiatan
yang dilakukan langsung oleh Pemerintah
Daerah dan juga upaya untuk mendorong
partisipasi masyarakat.

Rencana  Kerja  (Renja)
SKPD.

Berdasarkan Renstra SKPD dan mengacu
pada RKP, dokumen ini mencakup
kebijakan, program, dan kegiatan
pembangunan yang dilaksanakan baik
oleh Pemerintah Daerah secara langsung

APBD

APBD merupakan rencana anggaran
tahunan untuk daerah yang ditetapkan
melalui Peraturan Daerah.

RKA SKPD

RKA SKPD adalah dokumen yang
memuat perencanaan dan penganggaran,
termasuk rencana pendapatan, belanja
program, dan kegiatan dari Perangkat
Daerah, serta rencana pembiayaan yang
menjadi dasar dalam penyusunan APBD.

Sumber : Diolah oleh penulis

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang SPPN pada Bab I

pasal 2 menguraikan bahwa tujuan SPPN adalah untuk memastikan

terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antara daerah, fungsi

pemerintah, serta antara pusat dan daerah. Selanjutnya, pasal 5 menegaskan

bahwa RPJMD perlu mempertimbangkan RPJP Daerah dan RPJMN.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pada

18 Haris Iriyanto, Modul Pelatihan Kepemimpinan Pengawas,Lembaga Administrasi
Negara Republik Indonesia, Jakarta, 2021, him. 37-39
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bagian kedua yang membahas Perencanaan Pembangunan Daerah di Pasal
263, menyatakan bahwa penyusunan RPIJMD harus mengikuti RPJPD dan
RPJMN. Pasal 264 menyebutkan bahwa RPJMD dapat disesuaikan dengan
kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Selanjutnya, Pasal 269 dan
Pasal 271 mengatur proses evaluasi RPJMD Provinsi dan RPJMD
Kabupaten/Kota yang dapat dilakukan untuk menguji kesesuaian dengan
RPJMN atau RPJMD Provinsi untuk Kabupaten. *°
Akan tetapi pada praktiknya, kurang efektifnya perencanaan
alokasi anggaran mengakibatkan tidak terlaksanakan prioritas prioritas
yang seharusnya lebih diutamakan dalam hal ini pada bidang jaminan
sosial, adanya program-program bantuan yang instan tidak dapat
menyelesaikan permasalahan seutuhnya, karena Berdasarkan Inpres no 2
tahun 2021 Tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan ditegaskan bahwa para kepala daerah (Gubernur, Walikota
dan Bupati) diharuskan untuk
a. Menyusun dan menetapkan regulasi serta mengalokasikan anggaran
untuk  mendukung pelaksanaan Program Jaminan Sosial
Ketanagakerjaan di wilayahnya;
b. Mengambil langkah-langkah agar seluruh pekerja baik penerima
upah maupun bukan penerima upah termasuk pegawai pemerintah

dengan status Non Aparataur Sipil Negara, dan penyelenggara

19 Ibid, hlm. 35.
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pemilu di wilayahnya terdaftar sebagai peserta aktif dalam Program
Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;

c. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan kepada Bupati dan
Walikota dalam rangka meningkatkan kepatuhan pelaksanaan
Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;(untuk Gubernur);

d. Mendorong Komisaris/Pengawas, Direksi, dan pegawai dari Badan
Usaha Milik Daerah beserta anak perusahaannya terdaftar sebagai
peserta aktif dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan; dan

e. Melakukan upaya agar seluruh Pelayanan Satu pintu mensyaratkan
kepesertaan aktif Program jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagai
salah satu kelengkapan dokumen pengurusan izin.

Hal ini diperkuat dengan besaran anggaran dana kelola Jaminan
Sosial Ketenagakerjaan nasional Pada bulan Juli 2024, total dana yang
dikelola oleh Jaminan Sosial Ketenagakerjaan nasional tercatat sebesar Rp
757,94 triliun, mengalami kenaikan sebesar 12,01% dibandingkan dengan
periode yang sama pada tahun sebelumnya yang bernilai Rp 676,63 triliun.
Rincian dana kelola BPJS Ketenagakerjaan per Juli 2024 adalah sebagai
berikut: Jaminan Hari Tua (JHT) mencapai Rp 474,43 triliun, Jaminan
Pensiun (JP) sebesar Rp 175,67 triliun, Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)

tercatat Rp 64,64 triliun, Jaminan Kematian (JKM) sebesar Rp 16,77 triliun,
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Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) mencapai Rp 13,42 triliun, dan dana
untuk BPJS sebesar Rp 13,01 triliun.?°

Tabel 2. Rician Dana Kelola Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Per Juli

Tahun 2024

Jenis Jumlah (Rp)
Jaminan Hari Tua (JHT) 474,43 Triliun
Jaminan Pensiun (JP) 175,67 Triliun
Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) 64,64 Triliun
Jaminan Kematian (JKM) 16,77 Triliun
Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) 13,42 Triliun
BPJS 13,01 Triliun

Sumber: BPJS Ketenagakerjaan

Dengan besaran serta peningkatan anggaran yang cukup signifikan
ini masih terdapat beberapa kendala jaminan sosial ketenagakerjaan
didaerah, menurut anggota Ombudsman RI, Robert Na Endi Jaweng, data
kepesertaan BPJS ketenagakerjaan baru mencapai 61,56 juta peserta atau
41,2 % dari 149,38 juta pekerja, berdasarkan penjelasan Robert, kendala
dalam pembayaran iuran oleh pekerja informal disebabkan karena tidak
terikat dengan pemberi upah, sedangkan dari sisi kebijakan, minimnya
dukungan di Tingkat daerah juga menjadi salah satu penyebab?!, hal ini jelas
membuktikan belum optimalnya pelaksanaan Inpres Nomor 2 tahun 2021
tentang  Optimalisasi  Pelaksanaan ~ Program  Jaminan  Sosial

Ketenagakerjaan.

20 BPJS Ketenagakerjaan :Total Dana Kelolalaan BPJS Ketenagakerjaan Capai Rp
757,94 triliun Per Juli 2024, https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/, Juli 2024, diakses pada 04
Maret 2025 pukul 04.20 WIB.

21 OMBUDSMAN Republik Indonesia : Menutup Tahun 2024, Ombudsman RI Beri
Catatan Pelayanan Publik Kesehatan, Kepegawaian, Ketenagakerjaan dan Jaminan Sosial,
https://ombudsman.go.id/, 20 Desember 2024, (Diakses pada 04 Maret 2025, pukul 06.00 WIB).
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Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk
membahasnya secara ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul : Peran
Pemerintah Daerah Dalam Tahap Perencanaan Untuk Mendukung Program
Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

B. Rumusan Masalah

Dari penjelasan yang telah dipaparkan dalam latar belakang,
masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai
berikut:

1. Bagaimana Proses perencanaan pengalokasian anggaran oleh
pemerintah daerah untuk mendukung pelaksanaan program jaminan
sosial ketenagakerjaan?

2. Bagaimana prinsip otonomi daerah diterapkan dalam menegakkan
fungsi pengawasan sebagai bentuk perlindungan hukum program
jaminan sosial ketenagakerjaan oleh pemerintah daerah ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Permasalahan di atas, maka tujuan yang diharapakan
oleh penulis dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan mengidentifikasi Proses pengalokasian
anggaran oleh pemerintah daerah untuk mendukung pelaksanaan
program jaminan sosial ketenagakerjaan.

2. Untuk mengetahui prinsip otonomi daerah yang diterapkan dalam
menegakkan fungsi pengawasan sebagai bentuk perlindungan

hukum program jaminan sosial ketenagakerjaan.
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D. Manfaat Penelitian
Dengan dilakukannya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan
manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa
temuan yang bermanfaat sebagai bahan kajian akademis serta
memperluas wawasan dan pemahaman. Selain itu, hasil penelitian ini
juga diharapkan dapat menjadi referensi dalam pengembangan ilmu
Hukum Administrasi Negara, terutama dalam memahami mekanisme
pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam perencanaan alokasi
anggaran guna mendukung program jaminan sosial ketenagakerjaan..

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi
yang bermanfaat bagi akademisi maupun masyarakat umum, khususnya
dalam memahami kebijakan serta penerapan prinsip otonomi daerah.
Lebih lanjut, penelitian ini juga diharapkan dapat menjelaskan
bagaimana pemerintah daerah merencanakan dan mengalokasikan
anggaran untuk mendukung program jaminan sosial ketenagakerjaan..

E. Ruang Lingkup Penelitian
Pembahasan dalam penelitian ini dibatasi pada aspek Hukum
Administrasi Negara yang berfokus pada permasalahan hukum terkait
dengan peran pemerintah daerah dalam alokasi anggaran untuk mendukung

pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan. Penelitian ini hanya
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difokuskan pada problematikan hukum tentang problematika perencanaan
alokasian anggaran oleh pemerintah daerah guna mendukung pelaksanaan
program jaminan sosial ketenagakerjaan.
F. Kerangka Teori

Kerangka teori berperan sebagai landasan bagi peneliti dalam
membangun pola pikir yang terstruktur guna merumuskan berbagai teori
secara sistematis, yang kemudian akan digunakan untuk mendukung
analisis terhadap permasalahan yang dikaji. Pada penelitian ini, terdapat

beberapa teori yang dijadikan acuan, di antaranya sebagai berikut:

1. TeoriPeran

Peran, dalam istilah, merujuk pada serangkaian perilaku
yang diharapkan dimiliki oleh individu yang berada dalam
masyarakat. Dalam bahasa Inggris, istilah "role" berarti "tugas atau
kewajiban seseorang dalam suatu aktivitas." Dengan kata lain, peran
diartikan sebagai seperangkat perilaku yang diharapkan dari
seseorang dalam konteks sosial. Sementara itu, peranan adalah
tindakan yang diambil oleh seseorang dalam sebuah peristiwa.??
Peran merujuk pada aktivitas yang dilakukan oleh individu atau
organisasi. Biasanya, peran yang harus dijalankan oleh suatu
lembaga diatur dalam ketetapan yang menggambarkan fungsinya.

Terdapat dua jenis peran: peran yang diharapkan (expected role) dan

22 Syamsir, Torang, Organisasi & Manajemen Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan
Organisasi, Bandung : Alfabeta, 2014), him. 86.



17

peran yang sebenarnya dilaksanakan (actual role). Dalam
melaksanakan peran tersebut, ada faktor-faktor yang dapat
mendukung atau menghambat prosesnya.

Definisi peranan menurut Soerjono Soekanto menyatakan
bahwa "peranan adalah aspek dinamis dari kedudukan (status).
Ketika seseorang menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan
posisinya, ia sedang melaksanakan suatu peranan."? Peran adalah
aspek dinamis dari posisi (status) seseorang. Ketika individu
melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan posisinya, maka
dia sedang menjalankan peran tersebut. Kewajiban, di sisi lain,
merujuk pada segala hal yang harus dilakukan oleh setiap orang
dalam menjalani kehidupannya. Dalam kamus bahasa Indonesia,
peran juga dijelaskan sebagai tindakan yang diambil oleh seseorang
dalam suatu peristiwa.

Hal ini menuntut upaya-upaya yang harus di lakukan oleh
pemerintah daerah dalam melaksanakan perannya dalam
perencanaan alokasi anggaran guna mendukung program jaminan

sosial ketenagakerjaan.

2. Teori Perlindungan Hukum
Perlindungan hukum diberikan dengan tujuan untuk
menjamin hak asasi manusia yang telah dilanggar oleh pihak lain.

Melalui mekanisme ini, individu dapat meminta bantuan kepada

23 Sperjono Soekamto, Elit Pribumi Bengkulu Jakarta,Balai Pustaka, 1990, him. 268.
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instansi yang berwenang agar hak-hak mereka dipulihkan sesuai
dengan Kketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-
undangan.

Pengertian ini selaras dengan pengertian yang dikemukakan
oleh Satijipto Raharjo yaitu “memberikan pengayoman terhadap
Hak Asasi Manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan
perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati
semua hak-hak yang diberikan oleh hukum”.?

Menurut Setiono, penegakan hukum merupakan upaya yang
dilakukan  untuk  melindungi  masyarakat dari  potensi
penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah yang bertentangan
dengan hukum. Tujuan utama dari proses ini adalah menciptakan
keseimbangan serta ketenteraman dalam kehidupan bermasyarakat.
Dengan adanya penegakan hukum yang adil, setiap individu dapat
merasakan penghormatan terhadap harkat dan martabatnya sebagai
manusia. 2°

Philipus M. Hadjon mengidentifikasi dua jenis mekanisme
perlindungan hukum, yaitu:

a. Secara preventif
Perlindungan preventif merupakan bentuk jaminan

hukum yang diberikan pemerintah kepada masyarakat

24 Galim HS, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi, Depok:
Rajawali Pres, 2019, him 262.

25 Setiono, Rule of Law (Supremasi Hukum),Surakarta, Magister 1lmu Hukum Program
Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004, him. 3.
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untuk mencegah terjadinya pelanggaran atau pengabaian
hak. Bentuk perlindungan ini diwujudkan melalui
peraturan perundang-undangan yang berfungsi sebagai
panduan sekaligus batasan dalam mengatur tindakan dan
perilaku masyarakat.?®

b. Secara Represif

Perlindungan hukum represif memiliki tujuan untuk
menyelesaikan dan memperbaiki masalah yang terjadi.
Salah satu contoh penerapannya adalah melalui upaya
perlindungan hukum vyang dilakukan oleh lembaga
peradilan umum maupun peradilan tata usaha negara.?’
Sedangkan Menurut Imam Soepomo bentuk Proteksi
Hukum untuk para pekerja dibagi menjadi 3, yaitu:2®

a. Perlindunga ekonomis, perlindungan ekonomis merupakan
bentuk jaminan hukum bagi pekerja yang diwujudkan
melalui pemberian upah yang layak, mencukupi kebutuhan
hidup mereka. Hal ini juga berlaku ketika pekerja tidak
mampu lagi bekerja karena telah melampaui batas

kemampuan fisik atau kesehatannya.

26 Gernaldo Samuel kambey, dkk. “Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Berdasarkan
Hukum Ketenagakerjaan Lex Privatum, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Kota Manado,
Vol. 9, Nomor8 Juli, 2021, (Diakses pada 26 September 2024, pukul 18.27 WIB)

27 Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia, Malang: Peradaban,
2007, him. 30.

28 Wahab, Lalu Husni, dan Zaenal Asyhadie, Dasar-Dasar Hukum Perburuhan, Jakarta :
Rajawali Press, 2014, him. 96.
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b. Perlindungan sosial merupakan bentuk jaminan hukum
yang diberikan kepada pekerja, mencakup tanggung jawab
perusahaan dalam menyediakan layanan kesehatan serta
memberikan kebebasan dalam hal perjanjian kerja.

c. Perlindungan teknis adalah bentuk jaminan hukum yang
diberikan kepada pekerja untuk memastikan rasa aman dan
nyaman selama menjalankan tugasnya di lingkungan kerja.
Dalam penelitian ini, teori perlindungan hukum akan

dimanfaatkan sebagai alat analisis untuk mengkaji serta membahas
bentuk dan mekanisme pengalokasian anggaran oleh pemerintah
daerah  dalam  pelaksanaan  program  jaminan  sosial

ketenagakerjaan.

3. Teori Otonomi Daerah

Otonomi daerah dapat dipahami dari berbagai sudut pandang,
termasuk politik, ekonomi, dan hukum. Cara pandang terhadap isu
otonomi daerah memengaruhi pemahaman. Dalam konteks
pemerintahan, otonomi daerah diartikan sebagai pengakuan kebijakan
pemerintah yang memberikan legitimasi kepada daerah untuk
mengelola masyarakatnya. Hal ini didukung oleh konstitusi dan diatur
melalui instrumen hukum hingga ke regulasi lokal. Sebagai bagian
dari pengelolaan pemerintahan, legitimasi berfungsi sebagai kerangka
yang mencerminkan hubungan antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintah Daerah. Legitimasi ini memberikan ruang bagi daerah
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untuk mengelola urusan pemerintahannya, dengan fokus pada
peningkatan kesejahteraan masyarakat.?®
Vincent Lemius mendefinisikan otonomi daerah sebagai
kebebasan atau kewenangan untuk membuat keputusan politik dan
administratif yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Di sisi lain,
Syarif Saleh mengartikan otonomi daerah sebagai hak untuk
mengatur dan memerintah daerah secara mandiri, yang diperoleh dari
pemerintah pusat. Selain itu, Sunarsip menjelaskan bahwa otonomi
daerah adalah kewenangan bagi daerah untuk mengelola dan
mengatur semua kepentingan masyarakat berdasarkan inisiatif
sendiri, sesuai dengan aspirasi masyarakat dan peraturan yang ada.°
Adapun dalam penyelenggaraannya terdapat 3 asas utama
yang menjadi landasan utama yaitu :3!
a  Sentralisasi: Kekuasaan yang dipusatkan pada pemerintahan
pusat (hanya berlaku pada rezim Orde Baru)/
b Desentralisasi: Penyerahan wewenang Pemerintah Pusat

kepada Pemerintah daerah untuk mengurus aturannya sendiri.

29 Kamarudin H. Dunggio, Johan Jasin “Validitas Peraturan Daerah Yang Bernuansa
Syariah Dalam Bingkai Otonomi Daerah (Antara harapan dan Kenyataan), Sebagai Contoh Provinsi
Gorontalo Dan Provinsi Aceh, Law, Development & Justice Riview ,Fakultas Hukum Universitas
Negeri Gorontalo, Vol 2, No 2 ,Oktober 2019, (Diakses pada 26 September 2024, pukul 20.25 WIB)

%0 1bid, him. 170.

31 Annisa, Pengertian Otonomi Daerah, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
Sumatera Utara,2 Agustus 2023 https://fahum.umsu.ac.id/pengertian-otonomi-daerah/ diakses pada
tanggal 27 September 2024, pukul 09.15 WIB
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c Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan: Pelimpahan wewenag
olen pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk
mengurus aturannya sendiri.

Teori Otonomi daerah ini akan peneliti gunakan sebagai
sarana atau alat untuk menganalisis dan membahas bentuk dan proses
pengalokasian anggaran oleh pemerintah daerah untuk melaksanakan

program jaminan sosial ketenagakerjaan.

4. Teori Pengawasan

Pengawasan atau kontrol merupakan salah satu fungsi dalam
manajemen yang harus dilakukan oleh setiap pemimpin di setiap unit
atau satuan kerja untuk memastikan bahwa pekerjaan atau tugas yang
dilaksanakan oleh pegawai sesuai dengan tanggung jawab mereka.
Dengan demikian, pengawasan oleh pemimpin, terutama yang berupa
pengawasan langsung (built-in control), adalah kegiatan manajerial
yang bertujuan untuk mencegah adanya penyimpangan dalam
pelaksanaan pekerjaan. Apakah suatu penyimpangan atau kesalahan
terjadi atau tidak selama pelaksanaan pekerjaan bergantung pada
tingkat kemampuan dan keterampilan pegawai. Pegawai yang secara
rutin mendapatkan arahan atau bimbingan dari atasan cenderung
melakukan lebih sedikit kesalahan atau penyimpangan dibandingkan

dengan pegawai yang tidak menerima bimbingan.®2

32 M. Kadarisman, Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia,Jakarta : Rajawali
Press, 2015, him. 133.
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Mc. Farland mendefinisikan pengawasan (control) sebagai
berikut: "Control is the process by which an executive gets the
performance of his subordinate to correspond as closely as possible to
chosen plans, orders, objectives, or policies." (Pengawasan adalah
proses di mana seorang pemimpin memastikan bahwa hasil kerja yang
dilakukan oleh bawahannya sesuai dengan rencana, tujuan, atau
kebijakan yang telah ditetapkan).

Berdasarkan berbagai definisi tersebut, dapat disimpulkan
bahwa pengawasan merupakan suatu proses yang bertujuan untuk
memastikan bahwa kegiatan berjalan sesuai dengan tujuan yang telah
ditetapkan, serta mengambil tindakan perbaikan apabila terjadi
penyimpangan.

Teori Pengawasan ini akan penulis gunakan sebagai bentuk dan
Proses bagaimana bentuk pengawasan terhadap perencanaan alokasi
anggaran.

G. Metode Penelitian
Dalam penyusunan skripsi ini, peneliti menggunakan berbagai
metode penelitian sebagai pendekatan untuk menyelesaikan kajian yang

dilakukan, di antaranya adalah:

1. Jenis Penelitian
Penelitian hukum adalah suatu proses yang dilakukan secara
sistematis dengan menerapkan metode, pendekatan, dan evaluasi

terstruktur guna mengkaji fenomena hukum tertentu serta mencari
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solusi atas permasalahan yang muncul. Dalam skripsi ini,
pendekatan yang digunakan adalah penelitian normatif yang
dilengkapi dengan data empiris sebagai pendukung analisis.
Penelitian hukum normatif adalah pendekatan yang melihat hukum
sebagai suatu sistem yang terdiri dari berbagai norma. Sistem ini
mencakup berbagai aspek, seperti aturan hukum, prinsip-prinsip
dasar, ketentuan dalam perundang-undangan, putusan pengadilan,
kesepakatan, serta pemikiran atau teori yang dikembangkan oleh
para ahli (doktrin).®® Sedangkan data empiris adalah sumber
pengetahuan yang diperolenh melalui observasi atau eksperimen.
Dengan kata lain, data ini mencerminkan hasil dari percobaan yang
telah dilakukan. Data dukung yang bersifat empiris berfungsi

sebagai konfirmasi dari berbagai temuan yang telah diperoleh.3*

2. Pendekatan Penelitian
Berdasarkan jenis penelitian yang telah dijelaskan
sebelumnya, pendekatan terhadap masalah dapat dilakukan
melalui beberapa langkah, antara lain:
a. Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach)
Pendekatan  perundang-undangan  diterapkan

dengan mengkaji berbagai regulasi dan undang-undang

33 Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum-Normatif dan Empiris,
Yogyakarta : pustaka Pelajar, 2015, him. 34.

3 F.C. Susila Adhiyanta, Hukum dan Studi Penelitian Empiris : Penggunaan Metode
Survey sebagai Instrumen Penelitian Hukum Empiris, Administrative Law & Governance Journal,
Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Vol 2 November 2019, (Diakses pada 27 September 2024,
pukul 21.00 WIB)
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yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti. Dalam
penelitian yang bersifat praktis, metode ini memungkinkan
peneliti untuk menilai sejaunh mana Kkonsistensi serta
keselarasan antara satu regulasi dengan regulasi lainnya,
antara undang-undang dengan konstitusi, maupun antara
kebijakan yang diterapkan dengan ketentuan hukum yang
berlaku. Hasil analisis ini kemudian digunakan sebagai
dasar untuk menyusun argumen dalam menyelesaikan

permasalahan yang dihadapi.®

b. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach)

Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan serta
mengidentifikasi konsep-konsep dalam bidang hukum
melalui pemahaman, pengkajian, dan analisis yang
mendalam. Dengan menelusuri berbagai teori dan sudut
pandang dalam ilmu  hukum, peneliti  dapat
mengembangkan gagasan yang memperkaya pemahaman
mengenai hukum, merumuskan konsep-konsep hukum,
serta mengidentifikasi prinsip-prinsip yang relevan dengan

permasalahan yang dikaji.

35 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum Edisi Revisi,Pranada Group, Jakarta, 2012,
him. 93.
% lbid.
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3. Sumber dan Bahan Hukum
Sumber dan bahan hukum yang digunakan dalam analisis
ini terbagi menjadi beberapa, yaitu:
a. Bahan hukum primer
Bahan hukum primer yakni bahan hukum

normatif otoritatif. Bahan ini memuat anggaran dasar,
dokumen resmi, catatan perundang-undangan dan
keputusan hakim.®’Bahan Hukum yang digunakan
dalam penelitian ini adalah:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang
Ketenagakerjaan, (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4279);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang
Keuangan Negara, (Lembaran Negara Tahun 2003
Nomor 47, Tamabahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional,

37 Zainudin Ali, Metode Penelitian Hukum,Sinar Grafika, Jakarta, 2022, him. 47.
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(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104,
Tamabahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421);

Undang-Undang 40 Tahun 2004 Tentang Sistem
Jaminan Sosial Nasional, (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4456);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang
Kesejahteraan ~ Sosial, (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4279);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun
2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 5587);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah  Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang
Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor
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238, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6841);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun
2017 Tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

10. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang
Optimaslisasi Pelaksanaan Program Jaminan
Sosial Ketenagakerjaan.

b. Bahan hukum sekunder,

Sumber hukum sekunder mencakup berbagai
pernyataan hukum yang disusun dalam dokumen non-
formal. Pendekatan ini meliputi referensi dalam proses
litigasi, karya ilmiah seperti skripsi, tesis, dan disertasi
di bidang hukum, serta berbagai literatur hukum lainnya,
termasuk kamus, jurnal, dan buku yang berisi analisis

atau ulasan terhadap putusan hakim. Informasi dari
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sumber ini berperan sebagai panduan serta penjelasan
bagi bahan hukum primer maupun sekunder, yang dapat
berasal dari kamus, ensiklopedi, media cetak, berita, dan
sumber sejenis lainnya.*

c. Bahan hukum tersier,

Bahan hukum tersier mengacu pada sumber
informasi di luar ranah hukum, seperti jurnal dan hasil
penelitian di bidang ekonomi, ilmu politik, serta disiplin
ilmu lain yang berkaitan dengan topik yang dikaji.
Sumber ini memiliki peran penting dalam memperkaya
wawasan serta mendukung pemahaman peneliti dalam
proses analisis dan pelaksanaan penelitian yang tengah

dilakukan.®®

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum
Pada penelitian ini, analisis terhadap peraturan perundang-
undangan serta sumber hukum positif yang berkaitan dengan
permasalahan yang dikaji dilakukan sebagai bagian dari metode
pengumpulan bahan hukum. Pendekatan yang digunakan dalam
mengumpulkan bahan hukum untuk analisis dalam skripsi ini

meliputi studi literatur, penelitian dokumen dengan menghimpun

3 1bid, him. 54.
%9 Ibid. hlm. 57.
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berbagai materi hukum, serta menelaah dan menilai sumber hukum
tertulis sebagai landasan utama dalam kajian.*

Bahan hukum yang telah dikumpulkan akan dikaji secara
mendalam dan dianalisis dengan mengacu pada berbagai konsep,
pendapat para ahli, prinsip hukum, serta aspek-aspek lain yang
relevan dengan topik penelitian. Proses analisis ini didasarkan
pada berbagai sumber, seperti peraturan perundang-undangan,
buku, jurnal, serta referensi hukum lainnya yang mendukung
kajian.

Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis dapat diartikan sebagai suatu proses yang
melibatkan pemecahan dan penjabaran bahan hukum yang telah
dikumpulkan dengan cara yang teratur dan konsisten.**Bahan
hukum yang dikumpulkan melalui penelitian pustaka dalam studi ini
selanjutnya diolah dan dianalisis dengan pendekatan kualitatif,
dengan penekanan pada teknik analisis mendalam. Proses ini
menghasilkan data deskriptif yang digunakan untuk menjawab

pertanyaan penelitian.*?

40 peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum,Kenana, Jakarta,2010, him.21.
41 Soerjono Soekamto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan

Singkat, Jakarta,Rajawali Press, 1990, Cet 3, him. 13-15.

him.13

42 Rony Hanitijo Soemitro, Metode Penelitian Hukum,Jakarta,Ghalia Indonesia, 1982,
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6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Teknik Penarikan Kesimpulan secara deduktif. Proses ini
dimulai dengan menganalisis konsep-konsep yang bersifat lebih
umum, yang kemudian diolah untuk mendapatkan pemahaman
yang lebih mendalam. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat
secara bertahap menyaring informasi untuk mencapai kesimpulan
yang lebih khusus. Dengan demikian, kesimpulan akhir ditarik
untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan pokok yang menjadi
fokus utama dalam penelitian ini, sehingga memberikan wawasan

yang jelas dan terarah terhadap isu yang diteliti.*®

43 Surakhmand Winarnmo, Metode dan Teknik dalam bukunya Pengantar Penelitian limiah
Dasar Metode Tekhnik,Bandung,Tarsio, 1994, him. 16.
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